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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan At3;s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 560 l); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Kawasan Strategis Nasional yang menetapkaa Morotai sebagai 
salah satu Kawasan Strategis Nasional; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, 
diatur bahwa untuk kcpcntingan pcngclolaan pclabuhan umum, 
penyelenggaraan pelabuhan wajib mcnyusun rencana induk 
pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan; 

b. bahwa rencana induk pelabuhan penyeberangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, untuk pclabuhan penyeberangan lintas 
dalam kabupatcn/kota ditetapkan oleh Bupati; 

c. bahwa Rencana Tnduk Prasarana Sandar Bus Air Daruba telah 
mcndapat Rekomendasi Bupati Pulau Morotai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam 
huruf a dan huruf b, serta memberikan pedoman bagi 
pembangunan dan pengembangan Prasarana Sandar Bus Air 
Daruba, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 
Induk Prasarana Sandar Bus Air Daruba; 

BUPATl PULAU MOROTAl, 

RENCANA INDUK PRASARANA SANDAR BUS AIR DARUBA 

TENT ANG 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR 13 TAHUN 2020 

Mengingat 

Meni.mbang 
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Pasal 1 

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Mbtt>tm{Q 
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai; 
4. Dinas Perhubungan yang selanjut.nya disebut Dinas adalah Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai; 
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan 
ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh , naik 
turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang difengkapi dengan 
fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta 
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PRASARANA 
SANDAR BUS AIR DARUBA. 

Menetapkan 

••rlP,_w .. Jntah Namar 20 'bJlml; • 
IWllbD (Lembalan Negara Republlk 'IINnll .. Tlltma 

lfamar' 36, Tllmbaban Lembamn Negara Republlk IDdrr 1m 
Nomor 5108); 

7. Paaturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang ReDcaD8 
Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 sampai 
dengan Tahun 2025 yang menetapkan Morotai Sebagai Sa1ah 
Satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan 10 
Destinasi Pariwisata Nasional; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 yang menetapkan 
Morotai sebagai sala.h satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Pera tu ran Prcsiden Nomor 34 Tahun 2015 tcntang Rcncana Tata 
Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara 
dan Provinsi Papua Barat yang menetapkan Morotai sebagai 
salah satu Kabupaten Perbatasan; 

12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan 
Pclaksanaan Proyck Strategis Nasional Tahun 2017; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529); 

14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017-2022, (Lcmbaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor32); 
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Pasal 3 
Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digambarkan oleh 
garis yang menghubungakan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam 
dokumen lampiran Surat Keputusan ini. 

(3) 

(2). 

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Prasarana Sandar 
Bus Air Daruba yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan 
kegitan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai 
rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 5,31 Ha, dan areal perairan 
31,4 Ha; 
Rencana peruntukan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
adalah dengan Fasilitas Pokok antara lain: 
a. Terminal penumpang : 22 x 12 m2 
b. Jalan Penumpang Keluar/Masuk kapal (gang way) : 115 x 2 m2 
c. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa : 10,5 x 8,5 

m2 
d. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar (bunker) : 7 x 17 m2 
e. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi : 75 m2 
f. Area Parkir Kendaraan: 216 m2 
Rencana Peruntukan Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah y 
dengan Fasilitas Pokok, antara lain : 
a. Lehar Alur Pelayaran : 160.5 m 
b. Fasilitas Sandar Kapal : 29 x 90 m2 
c. Areal Tempat Berlabuh (ATB): 31,4 ha ~ 
d. Areal Muat Kapal (AMK): 31,4 ha ~ 
e. Areal Ko1am Putar (AKP) : 15,4 ha r 
f. Ko1am pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gff~,fapal (ASK) : 4 

126 x 105 m2 P 

(1). 

Pasal 2 

BAB II 
PENYELENGGARAAN KEGIATAN 

...... .....,. dAll-.-111111111 ... 
illlllllllll 1llllllk lllffllD9tna bllncanm. ...,,,.rvm, c1an btlrtlba ..... 

latu lrapal. penumpang, dan/atau banmg, keaelametan berlayar, llmlpat 
peqw+Aaben intra dan/atau antar m.oc1a aerta mendorolJI perelroMmwn 
DIUllona1 dan daerah. 

7 • Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan 
penyeberangan. 

8. Rcncana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah 
pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup 
keaeluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk 
kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan pcnunjang pclabuhan dengan 
mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan kearnanan, sosial budaya 
serta aspek-aspek terkait lainnya. 

9. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup 
rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, 
perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis 
dari setiap elemennya vang dilengkapi dcngan konscpsi teknis dari bangunan, 
fasilitas dan prasarananya. 

10. Rcncana Teknis Terinci adalah pcnjabaran secara nnci rencana tapak 
sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan taut yang mencakup 
gambar dan spcsifika 1 teknis bangunan, fasilitas dan prasarana tennasuk 
struktur bangunan dan bahannya. 
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BABY 
KETENTUAN LAIN-LAIN v. 

Dalam hal penggunaan dan pemanf::: 
9 

lahan sebagaima,n~ •llll&ksud dalam i 
Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Rencana penggunaan dan pernanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan 
pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan 
ekonomi lainnya serta pengembangan prasarana sandar bus air daruba 
scbagaimana tercantum dalam Dokumen Larnpiran Peraturan ini. 

Pasal 8 

BABIV 
PI-:NGGUNMN DAN PEMANFMTAN LAI IAN 

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dcngan 
mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kernampuan pendanaan dan 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan -ang berlaku, 

Pasal 7 

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pcrnbangunan dan 
pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Bupati. 

Pasal6 

Pembangunan dan pengcmbangan fasilitas pclabuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, wajib merupcrhatikan nspek Iingkungan didahului dengan studi 
lingkungan. 

Pasal 5 

(:.2) Fasilitas pelabuhan ang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan 
sebagalmana dimaksud pada a at (1), sebagaimana tercantum dalam 
Dokumen Lampiran Peraturnn 101. 

••• P•lllmllllllllldan pe~banpn faaDitaa PraN181Ml 8udar Bua 
memenuhi kebutuban pel9yanan Jaa lrepelabnbeoa 

'berduarkan perkembangan angkutan penyeberanp.n, eebepi 

a Tabap I jangka pendek dari tahun 2020 s.d 2023· 
b Tabap ll, Jangka menengah dari tahun 2024 s.d 2028; 
c. Tabap DI, jangka panjang dan tahun :.2029 s.d 2031; 
Dcngan nncian scbagaimana tercantum dalam dokumen lampiran surat 
keputusan 101 
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DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAI !UN 2020 NOMOR 

DAERAII 
~ULAJ MOROTAI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannva dalam Berita Dnerah Kabupatcn Pulau Morotai. 

Pasal 11 

Pahubungan mclakukan pengawasan terhadap pela.ksaneen peraturan 
bupatiinl 

Paaal 10 



Dipinda,i dengan CamScanner 

Terkait pertimbanqan diatas, kami memberikan Rekomendasi untuk pembangunan 
Pelabuhan Penyeberangan Pulau Rao dan Prasarana Sandar Bus Air di Daruba. 

De~ikia~ rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 
lebih lanJut. 

REKQNENQAII 
NOIIOR A2.311SIPlll2020 

Rencana Pembangunan J&ngka menengah daerah dan tatanan transportasl lolcal 
Kabupaten Pulau Morota1. 

a Dalam rangka percepatan pembangunan d1 Kabupaten Pulau Morotai yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Tahun 2017-2022, Pemenntah Daerah Kabupaten Pulau Morotal 
merencanakan pembangunan beberapa msfrastruktur yang seJalan dengan 
program pemenntah pusat serta mempnontaskan Pengembangan Wilayah 
kepulauan Maluku untuk percepatan dan perluasan Ekonorni W1layah dengan 
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi d1 kondor ekonoml Maluku 
Utara dengan memperhankan arah keb1jakan Pemenntah Pusat tersebut melalu1 
8 (delapan) regulas, dalam pembangunan Morota1 di Kabupaten Pulau Morota1, 
antar lain: 
1. Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan 

Strateg s Nasional yang menetapkan Morotai sebagai salah satu Kawasan 
Strategis Nasional; 

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana lnduk 
Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 yang menetapkan 
Morota1 sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) 
dengan 10 Destinasi Pariwisata Nasional 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 yang menetapkan Morotai 
sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

4. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua 
Barat yang menetapkan Moreta: sebagai salah satu Kabupaten Perbatasan 

5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmiqrast Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menetapkan Morotai 
sebagai safah satu dari 10 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional; 

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Penetapan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu 
(SKPT) di Indonesia, yang menetapkan Morotai sebagai salah satu 15 Sentra 
Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di Indonesia; 

7 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Proyek Strategis Nasional, 

8. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strateqrs Nasional Tahun 2017. 

b. Ba~w_a Pemba~gunan atau Pengembangan wilayah di sekitar kawasan strategi 
panwisata nasional dan kawasan ekonomi khusus Pulau Morotai merupakan 
langkah utama dalam membuka keterisolasian wilayah dan membuka 
aksesibilitas untuk mendorong perekonorruan masyarakat dan daerah. 

IUMff PULAU IIOROTAI 
l'IICWWtlll llALUKU UTARA 


